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1. INTRODUCTION

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola sumber keuangan
daerahnya. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan
keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan cerminan bagaimana pengelolaan
keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut
merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntanbilitas. Laporan keuangan ini akan
di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengeluarkan empat penilaian opini
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar
(TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Opini yang diberikan oleh BPK-RI untuk
pemerintah daerah mengalami peningkatan. Menurut IHPS dari tahun 2018 sampai dengan
2021 hasil pemeriksaan keuangan laporan mengalami peningkatan. Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menyebutkan bahwa opini Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah mengalami perbaikan tiap tahunnya dan telah melampaui target kinerja
keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah. Namun, temuan masalah
yang selalu ada dan selalu terulang yaitu sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada
perundang-undangan.

Tabel 1 Rekap Temuan Masalah Hasil Pemeriksaan LKPD

Masalah 11910 11662 10499 12117
SPI 5366 5.367 5175 5.858
Kepatuhan 6.544 6295 5324 6.259
Kerugian 2885 2645 2147 2642

Sumbe: Data diolah peneliti

Peningkatan temuan masalah dan kerugian finansial yang nyata akibat dari
pelanggaran-pelanggaran yang telah ditemukan mengenai sistem pengendalian internal dan
kepatuhan pada perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
merupakan salah satu dari beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dari tahun 2018 yang memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) mengalami peningkatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) secara terus menerus. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti tidak
ditemukan pelanggaran terhadap keharusan dan kepatuhan laporan keuangan tersebut.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat beberapa
pembayaran yang tercantum di laporan keuangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yang
akan ada kerugian yang akan dialami, apabila tidak diselesaikan. Dan juga belum tentu
masyarakat merasakan manfaatnya seperti proyek fasilitas umum yang mangkrak. Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Indeks Pengeloaan Keuangan Daerah Kab.
Tasikmalaya tahun 2022 memperoleh nilai B (78,019) yang artinya masih perlu perbaikan. Jika
tidak segera diatasi maka berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan yang akan
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menyebabkan kerugian, terjadinya kecurangan, dan kekeliruan Informasi. Hal ini menunjukan
bahwa peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian pemerintah masih belum
dijalankan secara optimal, yang memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan yang luput dari
pengawasan.

Untuk menyelesaikan masalah diatas, penelitian ini menggunakan teori Good
Governance atau tata kelola pemerintah yang baik, yaitu tindakan atau tingkah laku yang
didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi
masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari, nilai
disini merupakan nilai baik. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance vyaitu akuntanbilitas,
transparansi, efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada
perundang-undangan merupakah sebuah sikap yang dapat mempengaruhi kualitas laporan
keuangan. Laporan keuangan yang baik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan
pemerintah yang akuntanbilitas dan transparansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Solehah, 2021) dan (Lestari, 2020), menyatakan
bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan daerah, menyatakan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Internal
memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan menurut
(Srisilia Nikita, et al., 2020) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh negatif
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Untuk penelitian terdahulu kepatuhan pada
perundang-undangan menurut (Srisilia Nikita, et al., 2020) dan (Pertiwi, 2021) menyatakan
bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi kualitas
laporan keuangan pemerintah, sedangkan menurut (Setiawan & Mediaty, 2017) menyatakan
kepatuhan akan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh pada pemberian opini
laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan
adanya research gap, yang menandakan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal dan
kepatuhan pada perundang-undangan masih tidak konsisten, dan masalah yang terjadi saat
ini masih harus dicari jalan keluarnya dan segera ditindaklanjuti.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif verifkatif. Pada pendekatan deskriptif akan memberikan gambaran umum
mengenai data yang telah terkumpulkan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dan Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap Laporan Keuangan. Dan pada
pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh apakah terdapat pengaruh Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah sub bagian keuangan dan
aset setiap dinas di Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini
menggunakan sampel total. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknis
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analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis uji f dan
uji t dengan bantuan program komputer SPSS.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Analisis Deskriptif
Tabel 3.1 Hasil Analisis Tanggapan Responden untuk Variabel SPI

No. Dimensi/Indikator Persentase Kategori
1 Lingkungan Pengendalian 87,19 Baik Sekali
2 Penilaian Risiko 85,94 Baik Sekali
3 Kegiatan Pengendalian 82,81 Baik

4 Informasi dan komunikasi 84,84 Baik

5 Pemantauan Pengendalian Internal | 87,5 Baik Sekali
Rata-Rata 85,66 Baik Sekali

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti

Tabel 3.2 Hasil Analisis Tanggapan Responden untuk Variabel Kepatuhan

No. Dimensi/Indikator Persentase | Kategori
1 Kerugian 78,75 Baik

2 Potensi Kerugian 83,13 Baik

3 Kekurangan Penerimaan 94,69 Baik Sekali
4 Temuan Administratif 92,81 Baik Sekali
5 Ketidakhematan 86,56 Baik Sekali
6 Ketidakefisienan 87,19 Baik Sekali
7 Ketidakefektifan 91,56 Baik Sekali
Rata-Rata 87,81 Baik Sekali

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti

Tabel 3.3 Hasil Analisis Tanggapan Responden untuk Variabel Kualitas LKPD

No. Dimensi/Indikator Persentase Kategori
1 Relevan 89,85 Baik Sekali
2 Andal 93,65 Baik Sekali
3 Dapat dibandingkan 93,44 Baik Sekali
4 Dapat dipahami 95,47 Baik Sekali
Rata-Rata 93,10 Baik Sekali

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 3.1 secara keseluruhan sistem pengendalian internal dilaksanakan
dengan sangat baik antara pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah daerah
kabupaten tasikmalaya dalam kegiatan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan
organisasi secara efektif dan efisiensi, meningkatkan keandalan, dan integritas finansial dalam
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melindungi asset dan meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang
merugikan. Tabel 3.2 Secara keseluruh dimensi ketidakpatuhan semakin berkurang. Dapat
diartikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah memenuhi kepatuhan pada perundang-
undangan oleh instansi pemerintah kabupaten tasikmalaya sesuai dengan standar yang sudah
ada. Dan tabel 3.3 secara keseluruhan kualitas laporan keuangan pada indikator dapat
dipahami memiliki persentase rata-rata pada penilaian baik sekali, artinya laporan keuangan
dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna secara umum.

Analisis Regresi Berganda
Tabel 3.4 Koefisien Determinasi

Model Summary
Model R R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate
1 .5852 .342 .320 2.794
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan, SPIP
Sumber data diolah

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.35 menunjukkan nilai Adjusted R Square
(Koefisien Determinasi) sebesar 0,342. Nilai tersebut berarti 34,2% perubahan pada variabel
kualitas laporan keuangan (Y) dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal (X1) dan
kepatuhan pada perundang-undangan (X2), sedangkan 65,8% dipengaruhi oleh variabel-
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F
Tabel 3.5 Uji F
ANOVA?
Sum of

Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 247.174 2 123.587 15.829  .000°

Residual 476.264 61 7.808

Total 723.437 63

a. Dependent Variable: KualitasLKPD
b. Predictors: (Constant), Kepatuhan, SPIP
Sumber data diolah

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software IBM SPSS dihasilkan nilai Fritung
sebesar 15,289 sedangkan nilai Fraseratau F (k: n-k) dengan sig a.=0,05, yaitu F (2:62) sebesar
3,145 artimya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Fuitung > nilai Frase: yaitu 15,289>3,145
maka Hy ditolak dan Hi diterima yang artinya regresi berarti. Maka model regresi dalam
penelitian ini dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.
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Uji t
Tabel 3.6 Uji t
Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) [28.319 4.038 7.014 .000
SPIP .110 .049 .291 2.230 .029
Kepatuhan (428 .155 .361 2.763 .008
a. Dependent Variable: KualitasLKPD

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software IBM SPSS dihasilkan nilai t situng
sebesar 2,230 sedangkan nilai t apes atau t (a/2; n-k-1)) dengan sig. a = 0,05 yaitu t (0,025;61)
sebesar 2,000. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t nitung > t taber yaitu 2,230 > 2,000
maka Ho ditolak dan H; diterima. Hasil ini berarti Sistem Pengendalian Internal berpengaruh
positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem
Pengendalian Internal yang baik akan memberikan pengaruh dan meningkatkan Kualitas
Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya, berdasarkan pengolahan data menggunakan IBM SPSS dihasilkan nilai t
nitung S€besar 2,763 sedangkan nilai t aper atau t (a/2; n-k-1)) dengan sig. a = 0,05 yaitu t
(0,025;61) sebesar 2,000. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t nitung > t taber yaitu
2,763 > 2,000 maka Hoditolak dan H; diterima. Hasil ini berarti Kepatuhan pada Perundang-
undangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini menunjukkan
bahwa Kepatuhan pada Perundang-undangan yang baik akan memberikan pengaruh dan
meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Ketidakpatuhan berkurang, maka akan semakin tinggi kepatuhan.

Hal ini sejalan dengan teori good governance, sistem pengendalian internal dan
kepatuhan pada perundang-undangan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
Karena tata pemerintahan yang baik memiliki karakteristik partisipasi, berorientasi pada
masyarakat luas, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, dan patuh pada
perundang-undangan. Salah satu dari tujuh prinsip terdapat akuntanbilitas. Akuntanbilitas
merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas program dan kegiatan yang dilakukan.
Pengelolaan keuangan yang akuntanbel merupakan upaya pemerintah daerah selaku entitas
akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah, diungkap secara memadai, patuh pada perundang-undangan, dan sistem
pengendalian internal yang efektif. Pelaporan keuangan juga harus transparan, bahkan harus
secara online ini dimaksudkan sebagai upaya melaksanakan keterbukaan informasi kepada
publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini, menguatkan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariefsetya Darmawan, 2018), (Christina Putri
Pertiwi, 2020), (Intan Ayu Lestari, 2020), (Nur Fitri Dewi, 2017), (Setiawan & Mediaty, 2017),
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(Rosi Solehah, 2021), dan (Nunung Sri Wahyuni, 2019) yang mengindikasikan bahwa sistem
pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Yang ditunjukan dengan semakin baik pengendalian yang dilakukan maka semakin baik
kualitas laporan yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil penelitian kepatuhan pada peundang-
undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Adapun hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Intan Ayu Lestari,
2020), (Christina Putri Pertiwi, 2021), dan (Nikita Srisilia, Hendrik et al., 2020) yang
mengindikasikan kepatuhan pada perundang-undangan positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan. Yang ditunjukan dengan semakin baik kepatuhan yang dilakukan
maka semakin baik pula kualitas laporan yang dihasilkan.

4. CONCLUSION

Gambaran Sistem Pengendalian Internal di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya berada dalam klasifikasi baik sekali. Namun, pimpinan dan seluruh pegawai lebih
mengkomunikasikan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan. Gambaran
Kepatuhan pada Perundang-undangan di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya berada dalam klasifikasi baik sekali. Namun, harus lebih optimal dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab, memahami suatu ketentuan yang berlaku, lebih
cermat, dan lebih teliti agar meminimalkan kerugian. Gambaran Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah di OPD Kabupaten Tasikmalaya berada dalam klasifikasi baik sekali. Namun, hal
yang harus diperhatikan lagi saat mengevaluasinya terutama laporan keuangan dimasa lalu.
Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah kabupaten tasikmalaya. Semakin baik sistem pengendalian internal hal tersebut
akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kepatuhan pada
Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah kabupaten tasikmalaya. Semakin baik kepatuhan pada perundang-undangan hal
tersebut akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
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